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Abstract— Hotman Paris Show is a talk show program that 

aired on INews. This live show hosted by Hotman Paris and 

Melaney Ricardo as a co-host. This program formed as a public 

forum for those who need legal advices in Salam Kopi Jhony 

segment. The Price of Law and Justice theme was carried on 

January 10, 2019 episode and invited a female rape victim to 

share her stories. The Indonesian Broadcasting Commission 

(KPI) sent a written warning letter NO./K/KPI/31.2/01/2019 as a 

result of interviewing an underage child victim. This research 

objectives are to determine the supervision and coaching 

program by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) on 

Hotman Paris Show program which violates the code of ethics 

with immoral content, as well as to find out what is the things to 

consider when the Producers of Hotman Paris Show selecting the 

guest or speaker. This research uses descriptive qualitative 

method, and interpretive paradigms. The informants in this 

study consisted of Irvan Priyanto as Key Informants, Sigit 

Pramono and Poppy Amalia as support informants. The results 

of this study are the existence of several sanctions received by 

Hotman Paris Show program, as well as the point of view of 

producers and psychologists responding on how Hotman Paris 

Show program represented gender in media. 

Keywords— Talkshow, Gender, Broadcasting ethics, KPI, 

Penalty. 

Abstrak—Program Hotman Paris Show merupakan 

program talkshow yang ditayangkan di stasiun televisi INews. 

Program tersebut disiarkan secara langsung dan dipandu oleh 

Hotman Paris sebagai pembawa acara dan Melaney Ricardo 

selaku pendamping acara. Program ini dibentuk menjadi salah 

satu wadah pengaduan masyarakat yang memerlukan bantuan 

hukum terutama bagi masyarakat kecil dalam segmen Salam 

Kopi Jhony. Pada episode 10 Januari 2019, program Hotman 

Paris Show mengusung tema Mahalnya Hukum dan Keadilan 

dengan mengundang narasumber perempuan korban 

pemerkosaan untuk berbagi cerita yang telah dialaminya. 

Berdasarkan tayangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) melayangkan surat teguran tertulis 

NO./K/KPI/31.2/01/2019 yang berisikan teguran terkait 

wawancara dengan seorang anak yang diduga merupakan 

korban pemerkosaan dibawah umur. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tindakan pengawasan dan pembinaan Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program siaran Hotman 

Paris Show yang melakukan pelanggaran kode etik tayangan 

bermuatan asusila, serta untuk mengetahui bagaimana produser 

program siaran Hotman Paris Show melakukan pertimbangan 

pemilihan narasumber pada episode 10 Januari 2019 yang 

menghadirkan perempuan korban pemerkosaan dibawah umur. 

Penelitian ini menggunakan paradigma Interpretif dengan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam 

penelitian ini terdiri dari Irvan Priyanto sebagai Key Informan,  

Sigit Pramono dan Poppy Amalia sebagai informan support. 

Hasil penelitian ini adalah adanya sejumlah tindakan sanksi 

yang diterima oleh program Hotman Paris Show, serta sudut 

pandang produser dan psikolog menanggapi kasus penayangan 

gender pada program Hotman Paris Show. 

Kata Kunci— Talkshow, Gender, Etika Penyiaran, KPI, 

Sanksi. 

  PENDAHULUAN 

Di era ini, sulit rasanya membayangkan hidup tanpa 

media massa. Media massa dapat menyiarkan informasi 

secara masif, dan terencana dalam skala yang besar. Industri 

media massa terus bermunculan seiring bertumbuhnya 

trend masyarakat yang haus informasi. Dengan mudahnya 

masyarakat mampu mengakses media massa kapanpun dan 

dimanapun mereka berada. Media massa terdiri dari 

beragam macam form, diantaranya adalah televisi, radio, 

internet, hingga sumber informasi masal lainnya berupa 

koran dan majalah. Menurut (McQuail, 2011) mmedia 

mmassa yaitu iindustri yangg berubahh serta berkembang 

yangg menyediakan llapangan pekerjaan bbarang ddan jjasa 

beserta menumbuhkan iindustri llain. MMedia massaa jugaa 

adalah iindustri ttersendiri yyang mempunyai peraturann-

pperaturan ddan normaa-normaa yangg menyambungkan 

institusii media diatur oleh mmasyarakat. 

Televisii merupakan ssistem elektronikk yangg 

menyalurkan gambarr diamm serta hhidup bbersama suaraa 

melaluii kabell ataupun rruang. Sistemm itu memakai 

pperalatan yyang merubah ccahaya ddan ssuara ke dalamm 

gelombangg elektrikk serta mengkonversinyaa kembalii ke 

ddalam cahayaa yangg bisa dipandang ddan suaraa yangg 

bisa didengarkan (Azhar Arsyad, 2014). 

Di Indonesia sendiri, televisi berkembang begitu 

pesatnya. Hal ini terlihat dari kian bertambahnya jumlah 

stasiun televisi di Indonesia. Diantara banyaknya saluran 

televisi di Indonesia, peneliti memiliki ketertarikan kepada 

salah satu saluran televisi nasional bernama iNews. iNews 

merupakan saluran televisi nasional yang hadir memberi 
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warna baru bagi dunia pertelevisian di Indonesia. Setelah 

siaran perdananya pada 5 Maret 2008, bersinergi dengan 

SINDO Media, iNews bermetamorfosis menjadi stasiun 

televisi dengan jaringan televisi lokal terbesar di Indonesia. 

Berlandaskan visi yang diusungnya, yakni menjadi televisi 

nasional yang menampilkan programm-pprogram 

rreferensi, iNews ingin memberi program televisi berupa 

informasii serta iinspirasi yyang kkaya akann jenis kkonten 

llokal, nnasional serta iinternasional. Salah satu program 

siaran unggulan milik iNews adalah program acara 

talkshownya. Program talkshow yaitu suatu pprogram 

yyang menayangkan ssatu ataupun bbeberapa orangg guna 

mmembahas ssuatu materi tertentuy yangg dipanduu 

dengan seorang ppembawa aacara. MMereka yangy 

diundangg merupakan oorang-orangg bberpengalaman 

llangsung dengann peristiwaa ataupun materi yangg 

diperbincangkann ataupun merekaa yangg ahlii dalamm 

konflik yangg tengahh dibahass (M. A. Morissan, 2010). 

iNews bekerjasama dengan pengacara kondang 

Indonesia, Hotman Paris membangun program talkshow 

bernama “Hotman Paris Show”. Program Hotman Paris 

Show pertama kali mengudara pada 5 Desember 2017. 

Program ini disiarkan secara langsung setiap hari Rabu dan 

Kamis pukul 21:00 WIB. Sesuai dengan nama program 

yang ddisiarkan, aacara Hotmann Pariss Showw 

dibawakann langsungg olehh Hotmann Pariss Hutapeaa 

yang bertindak sebagai pembawa acara (host) dan pembawa 

acara pendamping (co-host) yang dapat berganti setiap 

episodenya. LLatar belakangg darii acaraa itu yaitu 

menghadirkann paraa bintangg tamuu sensasionall darii 

berbagaii kalangann untukk berbincangg-bbincang sekitar 

gayaa hidupp paraa jett setterr beserta menggalii 

permasalahan ddan kkonflik yangg dialami. Tidakk hhanya 

berbincang soal iisu sosial, aacara iini jugaa memberi ssudut 

ppandang seorangg pengacaraa ddalam menelaah sebuahh 

kasus yyang kkontroversial. Tamuu yangg diundangg 

dalamm talkshow iini adalah oorang yyang tengahh virall di 

masyarakat ddan menjadii pembicaraan ddengan ssegala 

proo serta kkontra yyang aada. 

Ada yang berbeda dari penayangan Hotman Paris Show 

pada episode 10 Januari 2019. Malam itu, program talkshow 

Hotman Paris Show mengusung tema “Mahalnya Hukum 

dan Keadilan”, dengan mengundang narasumber 

perempuan korban pemerkosaan untuk berbagi cerita apa 

yang telah dialaminya. Dalam program Hotman Paris Show 

terdapat salah satu segmen yang diberi nama SKJ atau 

Salam Kopi Johny. Menurut (Suharno, 2010) segmen 

adalah pembagian ppasar, ppasar pada definisi itu yaitu 

pendengarr, yang terbagi kedalam kelompokk yangg 

berlainan berdasar keperluan, kkarakteristik ataupun 

perilaku yyang berlawanan, ddimana pengelompokanyaa 

yaitu akibat kesamaann keperluan, 23kkarakteristik ataupun 

kkesamaan perilakunya. Kelompokk yangg terbentukk pasti 

mempunyai kkesamaan yyang rrelatif dann bisa ddibedakan 

aantara ssatu dengann yangllain. 

Berdasarkan cuplikan tayangan Youtube, Kopi Johny 

adalah sebuah kedai kopi yang terletak dibilangan Kelapa 

Gading dimana Hotman Paris tinggal tidak jauh dari lokasi 

kedai kopi tersebut. Disinilah Hotman Paris dengan 

ketenaran namanya, menarik banyak pelanggan untuk 

sekedar meminum kopi bahkan untuk memulai 

berkonsultasi masalah hukum di kedai Kopi Johny ini. Ayah 

sang korban pemerkosaan pun demikian, datang ke Jakarta 

dan menunggu tiba waktunya ia dapat berbicara dengan 

pengacara kawakan tersebut perihal kasus yang dialami 

putrinya. Bermula dari perbicangan di Kopi Johny, kasus ini 

kemudian dibahas lebih mendalam di Hotman Paris Show. 

Pada tayangan cuplikan Youtube Hotman Paris Show, 

Situasi yang terjadi adalah ketika Pada awal segmen, co-

host menayangkan video yang diambil dengan latar 

belakang kedai Kopi Johny. Memasuki segmen selanjutnya 

dengan menggunakan sebuah topeng, narasumber yang 

diketahui berusia 15 tahun menceritakan kisah kasusnya 

kepada publik yang ditayangkan secara langsung dalam 

program talkshow tersebut. Atas tayangan bermuatan 

asusila ini, menurut hasil pemantauan dan analisis, maka 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selaku pengawas 

yang berwewenang memberikan hukuman pada 

ppelanggaran Pedomann Perilakuu Penyiarann serta 

Standarr Programm Siarann (P3SPS) dengan begitu 

memberikan teguran tertulis terhadap pelanggaran yang 

dilakukan. Teguran tertulis dilayangkan untuk program 

Hotman Paris Show dalam sebuah surat tertanggal 22 

Januari 2019. 

Stasiunn televisii tiap hharinya menyediakan beragam 

pprogram televisi. Isi siaran wajib mematuhi standarr 

programm siarann yang berlaku ooleh kKomisi pPenyiaran 

Indonesiaa (KPI). Adapunn Standarr Programm Siarann 

(SPS) aadalah standarr isii siarann yangg berisikan 

mengenai batasann-bbatasan, larangan, tugas, ddan 

ppengaturan ppenyiaran, beserta ssanksi 

bberdasarkan Pedoman Perilaku Penyiarann yangg 

diberlakukan olehh KPIi sebagaimana diatur dalam UU No. 

32 Tahun 2002 BAB V alinea ke tiga yang mencakup 

perlindungan rasa hormat, HAM, privasi, norma kesopanan 

dan keasusilaan serta perlindungan terhadap anak-anak-

anak, remaja dan perempuan. Perkembangann 

profesionalismee serta jurnalismee mencetuskan 

terciptanya dewann perss berfungsii dalam menuntaskan 

kkeluhan ddari ppihak manapunn yangg dipengaruhii olehh 

mediaa, namun kkhususnya ppada mediaa cetakk 

(penyiarann mempunyai bentukk-bbentuknya ssendiri 

yyang berpisah). SSedangkan kkajian kkode etikk tersebut 

ssendiri memberikan opini yyang bbagus ttentang aapa 

yangg seharusnya dilaksanakan jurnalis. BBerikut yang 

menjadi prinsipp-pprinsip kkode eetik jurnalistikk yangg 

biasa ditemui menurutt (McQuail, 2011) diantaranya 

seperti, kkebenaran iinformasi, kejernihann data, 

pperlindungan terhadapp hakk-hhak ppublik, tanggungg 

jawabb saat ppembentukan opinii masyarakat, sstandar 

ddalam mengumupulkan ddan mmelaporkan data, dan 

menghargai iintegritas referensi. 

 Penjabaran diataslah yang membuat ppeneliti 

termotivasi dalam menelitii permasalahan dalam tayangann 
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siaran talkshow hHotman Pariss Showw episode Perempuan 

Korban Pemerkosaan berupa pelanggaran penayangan yang 

menyudutkan gender perempuan dan anak dibawah umur 

tersebut lebih dalam. (Fakih, 2013) mengatakan konsepp 

genderr merupakan sebuah karakter yyang menempel ppada 

kaumm lakii-llaki ataupun pperempuan yangg dibangun 

ssecara ssosial ataupun kkultural. Contohnya, bbahwa 

perempuann ituu diketahui llemah lembutt, ccantik, 

eemosional, ataupun keibuan. Sementaraa lakii-llaki 

dikatakan kkuat, rrasional, jjantan, gagah. 

Beberapa penilitian terdahulu yang berkaitan dengan 

peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi 

tayangan yang tidak mengikuti pedoman perilaku penyiaran 

dan standar program siaran (P3SPS). Hamper semua 

program tayangan tidak luput dari pengawasan Komisi 

Penyiaran Indonesia, diantaramya serial kartun yang perlu 

dilakukannya pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia 

terkait unsur pornografi atau pornoaksi (Juliana, 2018). 

Dalam penelitian lain, dikemukakan bahwa setiap acara 

program siaran wajib menaati, mematuhi dan berpegang 

pada aturan hokum yang berlaku dalam UU nomor 32 tahun 

2002 tentang penyiaran. Selain itu program tayangan perlu 

melakukan evaluasi secara mendalam terkait teguran yang 

diberikan oleh KPI agar kedepannya program tayangan 

dapat lebih bermanfaat sesuai fungsinya yaitu sebagai 

hiburan (Rachmat, 2015). 

Penelitian lainnya membahas mengenai pengawasan 

program siaran yang terindikasi melakukan pelanggaran. 

Terdapat pelanggaran program siaran kesehatan pengobatan 

tradisional pada televisi PAL TV. Untuk itu tindakan yang 

dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam 

menetapkan Perilaku Pedoman Penyiaran dan Standar 

Program Siaran (P3SPS) yang nantinya akan dibina untuk 

menghasilkan program yang berkualitas (Saputra, R., & 

Hardiyansyah, 2016).  

Berdasarkann penjabaran llatar belakangg yangg sudah 

dipaparkan dahulu, jadi rumusan mmasalah penelitiann inii 

adalahh bagaimanakah peran Komisi Penyiarann Indonesia 

(KPI) dalam menciptakan standar program siaran yang 

berpedoman kepada Pedomann Perilakuu Penyiarann dann 

Standarr Programm Siarann (P3SPS) berkaitan dengan 

pelanggarann terhadap nnorma kesopanann serta 

kkesusilaan, beserta perlindungan hhak asasi terhadap anak-

anak dan perempuan yang dilakukan program talkshow 

Hotman Paris Show di iNews 10 Januari 2019 episode 

Perempuan Korban Pemerkosaan. 

Mengacu kepada identifikasi dan rumusan masalah 

diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya 

untuk mengetahui tindakan pengawasan dan pembinaan 

terhadap program siaran Hotman Paris Show yang 

melakukan pelanggaran kode etik tayangan bermuatan 

asusila oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta untuk 

mengetahui bagaimana produser program siaran Hotman 

Paris Show melakukan pertimbangan pemilihan narasumber 

pada episode 10 Januari 2019 yang menghadirkan 

perempuan korban pemerkosaan dibawah umur. 

 

 LANDASAN TEORI 

A. Media Massa  

Mediaa massaa merupakan saranaa komunikasis 

massaa dimanaa prosess penyampaiann informasi, ide, 

ataupun iinformasi kkepada seorang banyakk (publik) 

ssecara sserentak. Sebuahh mediaa dapat dinamakan mediaa 

massaa apabila mempunyai karakteristikk khusus. 

KKarakteristik mediaa massaa berdasarkan (Cangara, 2010) 

adalah, bbersifat mmelembaga, artinyaa pihakk yangg 

mengatur mediaa terdirii darii banyakk oorang, yaitu 

dimulai ddari ppengumpulan, pengelolaann sampaii padaa 

penyajiann pesan, bbersifat ssatu aarah, artinyaa 

komunikasii yangg dilaksanakan kkurang memungkinkan 

terjadinyaa percakapan diantara pengirimm dann penerima. 

KKalau punn terjadii reaksii ataupun uumpan balikk, biasa 

membutuhkan wwaktu serta ttertunda, mmeluas ddan 

kompak, berarti bisa menghadapi rrintangan waktuu serta 

jjarak, dikarenakan dia mempunyai kkecepatan, bbergerak 

secaraa luass serta ssimultan, ddimana pesan yyang 

diberikan dditerima ooleh banyakk orangg pada wwaktu 

yyang bersamaan, menggunakan alat tteknis ataupun 

mmekanis, misalnya rradio, televisi, koran, serta 

ssemacamnya, bersifatt terbukaaberarti informasinya bisa 

diserap ooleh siapapun ddan dimanaa sajaa tanpaa terbatas 

uusia, gender, serta ssuku bbangsa 

Mediaa massaa ialah iindustri yangg berubahh serta 

bertumbuh yyang membentuk llapangan kkerja, bbarang 

dann jasaa beserta mmenghidupkan industrii lainnya. 

Mediaa massaa jugaa adalah iindustri ttersendiri yyang 

mempunyai peraturann-pperaturan dann normaa-nnorma 

yyang mengaitkan iinstitusi itu ddengan masyarakatt dann 

institusii sosiall lain. Dii pihakk lainnya, iinstitusi mmedia 

diaturr olehh masyarakatt (McQuail, 2011). 

B. Televisi 

Televisii ialah prasarana telekomunikasii terkenall 

yangg memliki fungsi ssebagai ppenerima siarann gambarr 

bergerakk serta ssuara, baikk ituu layarr hitamm putihh 

maupun llayar bberwarna. Dikutip dari Berkarier di Dunia 

Broadcast (Rahmawati, 2011) kkata ttelevisi ialah 

penggabungann darii kataa telee ("jauh") ddari bbahasa 

Yunanii dan visioo ("penglihatan") ddari bbahasa Latin, 

ssehingga ttelevisi bisa dikatakan ssebagai aalat 

kkomunikasi jarakk jauhh yangg memanfaatkan mediaa 

vvisual. TTelevisi ssecara tidakk formall bisa dinamakan 

ddengan TV, ttivi, tteve, ataupun ttipi.  

Televisii adalahh pemancarann sinyall listrikk yangg 

menyampaikan muatann gambarr proyeksii yangg tercipta 

lewat ppendekatan ssistem lensaa dann ssuara. Dalam 

pengadaan siarann televisii makaa diperlukann tigaa 

komponenn yangg disebutt trilogi televisit adalah sstudio 

ddengan beragam prasarana penopangnya, pemancarr 

ataupun ttransmisi, ddan pesawatt penerimaa seperti 

ttelevisi (Morissan, 2004). PPrinsip ttelevisi diciptakan 

ooleh pPaul nNipkow ddari Jermann padas tahunn 1884, 

tetapi tahunn 1928 vVladimir zZworkyn (Amerikaa 
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sSerikat) mmenemukan tabungg kameraa ataupun 

iconoscope yangg dapat menerima ddan mengirimm 

gambarr kee kotakk bernamaa televisii. Iconoscopee 

bekerjaa mengubahh gambarr darii bentukk gambarr optiss 

keedalam sinyallelektronis uuntuk sselanjutnya diperkuatt 

dannditumpangkan keedalam ggelombang rradio 

(Morissan, 2009). 

C. Program Siaran Televisi  

Programm siaranntelevisi merupakan bbagian ddari 

kkarya sseni pertunjukann paraa broadcaster. Terdapatt 

duaa kriteria dalam ooutput produk mediaatelevisi, yyaitu 

kkarya artistic serta kkarya jjurnalistik. Keduanyaa 

mempunyai pperbedaan sifatt dalamm memproduksii 

sebuahhsiaran. KKarya aartistik llebih memfokuskan ssegi 

sseni dannkeindahannya, yyang bentuk siarannyaa bisaa 

fiksii ataupun nonfiksii dann tak tterikat ppada bagan yangg 

kaku ttetapi ffleksibel (Fachrudin, 2015). 

Secaraa umumm perogram siarann televisii terbagii 

menjadii duaabagian, yyaitu pprogram hhiburan populerr 

dinamakan pprogram entertainmentt dann informasii 

dikenal jugaa programm beritaa (news). Programm 

informasii yaituu programm yangg sangatt terikatt dengann 

nilaii-nilai aaktualitas ddan ffaktualitasnya, penedekatan 

pproduksinya menekankann padaa kaidahh jurnalistik. 

Adapunn programm hiburann adalah pprogram yyang 

berfokus memberi hhiburan kkepada pemirsa. Dimanaa 

nilaii jurnalistik tidakk dibutuhkan, namun apabila terdapat 

uunsur jjurnalistiknya hhanya sebagaii pendukungg (Latief, 

2015). 

D. Talkshow  

Talkk Showw ialah pprogram diskusii ataupun panell 

diskusii yangg diikutii olehh lebihh darii satuu pembicaraa 

ataupun nnarasumber dalam mendiskusikan ssuatu ttopik. 

Dayaa Tarikk programm inii ada ppada topikk masalahh 

yangg diperbincangkan (Latief, 2015). 

Programm talkk showw ataupun perbincangann adalahh 

programm yangg menampilkann satuu ataupun sejumlah 

oorang uuntuk mmembahas suatuu topikk tertentuu yangg 

dibimbing ooleh sseorang ppembawa acaraa (host). 

Merekaa yangg diajak adalahh orangg-oorang yyang 

berpengalamann langsungg dengann kejadian ataupun 

ttopik yyang didiskusikan ataupun mmereka yyang ahlii 

dalamm masalahh yangg tengahh membahas topik yang 

diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang 

tengah dibahas (Morissan, 2013). 

E. Gender 

(Fakih, 2013) mengatakan konsepp genderr adalahh 

sebuah karakter yyang menempel ppada kkaum lakii-llaki 

staupun pperempuan yangg dikonstruksikan ssecara ssosial 

ataupun kkultural. Seperti, bbahwa perempuann diketahui 

llemah llembut, cantiks, eemosional, ataupun kkeibuan. 

Sementaraa lakii-llaki dikatakan kkuat, rasionall, jjantan, 

pperkasa. Cirii darii sifatt ituu sendirii adalah sifatt-ssifat 

yangg bisa ditukarkan. Artinyaa terdapat lakii-ilaki yyang 

eemosional, lemahh lembut, kkeibuan, ssementara adaa 

jugaa perempuann yangg kuat, rasional, jugaa gagah. 

Gender menjadi bahasan yang aktual dan unik untuk 

menggali lebih dalam konstruksi sosial. (Chris Beasley, 

2005) berpendapat bahwa pengertian mengenai gender 

terus menjadi perdebatan. Sering kali manusia 

menyimpulkan bahwa gender, sex dan sexuality adalah hal 

yang sama. Pemahaman mengenai gender, sex dan 

sexuality memiliki hubungan yang saling berkaitan dan 

tidak dapat dipisahkan, akan tetapi mereka memiliki makna 

yang berbeda. 

Teori gender digunakan pada penelitian ini guna 

mengetahui bagaimana perempuan dipresentasikan di 

media, secara spesifik bagaimana programm siarann 

talkshow hHotman Pariss Showw dii iNewss TVv memilih 

materi isi siaran dengan mengundang perempuan korban 

pemerkosaan untuk menceritakan kronologi kejadian dan 

bersumpah atas apa yang dialaminya. 

Secaraa tterminologis, ggender dapat berarti ssebagai 

harapann-harapann budayaa pada lakii-llaki ddan 

perempuan. Genderr dilihat ssebagai sebuah kkonsep 

kkultural yyang digunakan dalam mmembedakan tugas, 

prilaku mmentalitas, ddan karakter eemosional diantara 

lakii-llaki dann pperempuan yyang bberkembang dalamm 

masyarakatnya. Diketahui bahwaa genderr merupakann 

sebuah karakter yyang ddijadikan acuan dalam 

pengidentifikasian pperbedaan diantara lakii-llaki ddan 

pperempuan dipandang darii segii situasi ssosial ddan 

bbudaya, nilaii dann prilaku, mmentalitas, ddan emosii, 

beserta faktorr-ffaktor nonbiologiss lain. Genderr biasa 

identik ddengan jjenis kkelamin (sex), padahall genderr 

berbedaa dengann jeniss kelamin. Genderr biasa jjuga 

dipahamii sebagaii pemberiann darii Tuhan ataupun kkodrat 

iilahi, ppadahal genderr tidakk semataa-mmata begitu. 

Genderr berbedaa dengann seks, yyaitu jeniss kelaminn 

(Alfian Rokhmansyah, 2016) 

Dalam bukunya yang berjudul Analisiss Genderr dann 

Transformasi Sosial, (Fakih, 2013) mengatakan bahwaa 

perbedaaan ggender sesungguhnyaa tidaklahh menjadii 

masalahh sepanjangg tidakk melahirkann ketidakadilann 

gender (gender inequalities). Tetapi, yang menjadi 

persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan 

berbagai ketidakadilan, terutama terhadap kaumm 

perempuan. Perempuan dianugerahi kecantikan secara fisik 

dan hati. Namun stereotipe masyarakat yang mengkotak-

kotakan peranlah yang membuat mengapa kini perempuan 

dan pria menuntut hak yang sama untuk melakukan 

beragam kegiatan yang tidak hanya dispesialisasikan 

oleh masyarakat sesuai gender, akan tetapi kini perempuan 

dan pria dapat mendapatkan dan menjalani hal yang 

disukainya. 

Ketidakadilann gender termanifestasikann ke ddalam 

berbagaii bentukk ketidakadilan, yaitu: marjinalisasi 

ataupun kemiskinan ekonomii, ssubordinasi ataupun 

gagasan ttidak ppenting ddalam keputusann politik, 

ppembentukan sterotype ataupun mmelalui ppelabelan 

negatif, kkekerasan (violence), bbeban kerjaa lebihh 
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panjangg serta llebih banyakk (burden), sserta ssosialisasi 

ideologii mengenai nnilai pperan genderr (Fakih, 2013). 

Contohnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuann 

justruu terjadii akibat stereotype khusus aatas kkaum 

perempuann dann ituu menyumbangg kepadaa subordinasi, 

kkekerasan kepadaa kaumm perempuan, yyang akhirnyaa 

tersosialisasikann pada keyakinan, iideologi ddan ssisi 

kkaum perempuann tersendiri. Kebanyakan peraturann 

pemerintah, aaturan keagamaan, kkultur ddan kkebiasaan 

masyarakatt yangg ditumbuhkan akibat stereotipee itu 

(Fakih, 2013: 17). 

F. Metode Penelitian 

(Lorens Bagus, 2005) memaparkan bahwaa paradigmaa 

penelitian merupakann perspektiff penelitiann yangn 

dipakai oleh ppeneliti tentang bagaimanaa penelitii 

memandang sebuahh realitas, bbagaimana ppeneliti 

mempelajarii kejadian, caraa-ccara yangg dipakai pada 

ppenelitian ddan caraa-ccara yyang dipakai saat 

menginterpretasikann temuann yang didapat. Paradigmaa 

yangg dipakai dalamm penilitiann inii yaitu 

paradigmaaInterpretif. Dalam paragdigma Interpretif 

berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan yang 

didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang 

diteliti (Muslim, 2016). 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatiff ialah ppengumpulan ddata 

padaa sebuah llatar aalamiah ddengan tujuan mmenafsirkan 

peristiwa yyang terjadii dimanaa penelitii adalah sebagaii 

instrument kkunci, pengambilann sumber ddata 

dilaksanakan ssecara ppurposive ddan snowball, Teknikk 

pengumpulann dengann triangulasii (gabungan), analisiss 

dataa bersfiat induktif/kualitatif, ddan hhasil penelitiann 

kualitatiff lebih menekankann maknaa dari pada 

generalisasi (Anggito, 2018) 

(Sugiyono., 2012) mengemukakan ppenelitian kkualitatif 

sebagai mmetode ppenelitian yyang berlandaskann padaa 

filsafatt post-positivisme, digunakan untuk meniliti pada 

kondisi objek alamiah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji pemasalahan 

ddengan memfokuskan ppada uraian ddata yangg berisi 

kalimatt-kkalimat yyang mempunyai definisi mmendalam 

yyang bersumber ddari iinforman ddan prilaku yyang 

ddiamati. Datas hasil penelitiann itu berisi faktaa-ffakta 

yangg ditemui ppada ssaat dilapangan olehh peneliti. 

(Sugiyono, 2016) 

Subjek penelitian juga dikenal ssebagai narasumber, 

yakni ppelaku yyang mengetahui obyek ddata yyang 

diperlukan ooleh ppeneliti. Informann yangg dimaksudd 

aadalah seorang yangg memberi iinformasi mengenai dataa 

yangg diperlukan ooleh ppeneliti, berhubungan ddengan 

ppenelitian yyang dilaksanakan. Subjek ddalam penelitiani 

inii yaitu ppeneliti iitu sendirii yanga akann menjelaskan 

bahwaa dalamm studii kasuss sebaiknya ppeneliti 

bberusaha mengujii unitt ataupun iindividu scara 

mendalam. dengan mmenemukan semuaa variabell 

ppenting. 

Menurut (Burhan Bungin, 2011) informan yaitu 

seorang yyang dimanfaatkann dalam memberi informasii 

tentang ssituasi ddan kondisii latarr penelitian. Dalamm 

penelitiann, iinforman terbagi atas ssatu Key iInforman serta 

dua orang Informann Support. Adapun Key Informan dalam 

ppenelitian adalah Irvan Priyanto M.H., M.Si berperan 

sebagai Tenaga Ahli Judikasi dan Penjatuhan Sanksi di 

Komisi Penyiaran Indonesia guna melihat bagaimana peran 

KPI memandang dan menindak pelanggaran yang dilakukan 

program ini. 

Sigit Saputro yang bertindak sebagai Produser program 

siaran Hotman Paris Show. Sebagai seorang produser Sigit 

mengemban peran penting dalam mengkoordinir dan 

mengontrol seluruh aspek produksi, dimulai dari pembuatan 

ide (pra poduksi), pengembangan dan ekseukusi ide 

(produksi) hingga tahap akhir (pasca produksi).  Termasuk 

didalamnya pemilihan narasumber atau bintang tamu di 

setiap episode penayangannya. 

Selain melihat dari sudut pandang penanggung jawab 

acara Hotman Paris Show, peneliti ingin mengetahui dari 

kacamata bagaimana kacamata seorang Psikolog Poppy 

Amalya melihat tayangan ini mampu mempengaruhi 

penontonnya terutama stigma terhadap korban dan dampak 

bagi anak dibawah umur.  

Teknikk pengumpulann dataa ialah cara-cara yyang 

bisa dipakai ooleh penelitii dalam memperoleh ddata. 

Menurutt (Lawrence, 2014) ssumber dataa utamaa pada 

ppenelitian kualitatiff yaitu kata-kata serta gambar-gambar 

yyang didapat ddari dokumen-dokumen, ppengamatan dann 

tulisan-tulisan, rrekaman ssuara ataupun vvideo, gambar-

gambar ataupun ffoto. Sejalan dengan ssumber dataa diatas, 

ooleh (Sugiyono., 2012) dikelompokkann menjadii ddua, 

yaitu sumberr dataa primerr dann sumberr dataa ssekunder. 

Data dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu 

dara pprimer ddan ddata ssekunder.  

Dataa primerr adalah ddata aauthentic ataupun ddata 

llangsung ddari ttangan pertamaa tentangg permasalahan 

yyang diungkap. Secaraa sederhanaa dataa inii dikenal jjuga 

ddata aasli (Hadari Nawawi, 2005). 

Pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti yaitu 

dengan wawancara mendalam dan observasi untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber yang berhubungan dengan penelitian 

yakni Key Informan dan Informan Support. 

Dataa Sekunderr padaa penelitian iini dilaksanakan 

dengan ppengumpulan dataa sebagaii penguatt dataa 

pprimer yaknii dataa yangg didapat ddari, literatur atau 

sstudi kkepustakaan yang relevan dan juga beberapa 

dokumen-dokumen tentang regulasi KPI, gender dan media 

massa. 

Dalam peneilitian kkualitatif aanalisis dataa yangg 

terbaikk dilaksanakan sejakk awall peneilitiann (ongoing). 

Penelitii tidakk bolehh menungganakanuu dataa lengkapp 

terkumpull ddan selanjutnya mmenganalisisnya. Penelitii 

sejakk awall membacaa serta menganalisa ddata yyang 

tterkumpul, baikk berupaa transkipp wawancara, catatann 
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llapangan, ddokumen ataupun materiall lain scara kkritis 

aanalitis sembarii melaksnaakan uuji kredibilitass maupunp 

ppemeriksaan keabsahann dataa secaraa berlanjut (A. Muri 

Yusuf, 2014). 

Teknik keabsahan penelitian dalam penelitian ini 

melalui triangulasi. Menurut (Patton, 2002), ttriangulasi yaitu 

tteknik pemeriksaann keabsahann dataa yyang 

memanfaatkann suatu ddiluar ddata sebagaii pembandingg 

terhadapp data itu ddengan mmengevaluasi 

keterpercayaann memakai bbeberapa kriteriaa berupaa 

credibility, transferability, dependability, confirmability. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber atau triangulation of sources dimana data yang 

peneliti dapatkan dari satu sumber diverifikasi ke sumber 

lain guna mendapat hasil yang terpercaya karena 

kekonsistensiannya. 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Program talkshow yang berbeda dari program sejenis 

lainnya. Kuncinya ada pada penentuan format acara 

talkshow ini. Program siaran talkshow ini dipandu oleh host 

yang bukan datang dari kalangan selebriti melainkan 

pengacara kenamaan, Hotman Paris Hutapea. Dengan latar 

belakang di bidang hukum bisnis internasional, kiprah 

Hotman Paris di dunia hukum tidak lagi diragukan. Acara 

ini dibawakan secara menarik dengan gayanya yang khas 

dalam memandang dan menggali suatu masalah di setiap 

episodenya. Hal yang membedakan dengan program 

talkshow lainnya menurut Sigit selaku produser adalah: 

“Hotman Paris Show diciptakan sebagai wadah 

pengaduan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum 

terutama masyarakat kecil dan dapat berkonsultasi 

langsung dengan Bang Hotman di segmen SKJ atau Salam 

Kopi Jhony. “ 

Tema setiap episodenya pun beragam. Hal ini 

diungkapkan Sigit sebagai berikut: 

“Mulai dari kisah inspiratif, kehidupan pribadi 

selebriti, perseteruan selebriti maupun public figure atau 

tokoh kemudian juga kasus hukum itulah yang kit bahas di 

Hotman Paris Show, isu sosial pun menjadi salah satu 

menjadi pembahasan juga di Hotman Paris Show.” 

Berdasarkan cuplikan youtuube Hotman Paris Show 

pada 10 Januari 2019, program Hotman Paris Show 

mengangkat tema Mahalnya Hukum dan Keadilan dengan 

mengundang perempuan korban pemerkosaan dibawah 

umur sebagai bintang tamu.    

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 menjadi dasar 

pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Didalam 

Undang-Undang tersebut tertuang peran dan alasan 

berdirinya lembaga ini. Pada hakikatnya menurut IP Tenaga 

Ahli Judikasi dan Penjatuhan Sanksi di KPI ini mengatakan 

bahwa: 

“KPI berdiri dibentuk dengan semangat reformasi dan 

semangat publik yang merasa resah dengan penyiaran agar 

KPI dapat membentuk watak dan karakter jati diri bangsa.  

Harapannya adalah KPI bias meminimalisir tayang-

tayangan yang berpotensi negatif maupun tayangan yang 

mempunyai kesan yang tidak memberikan nilai edukasi” 

 

Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki 

kewenangan dan otoritas dalam menyusun dan mengawasi 

berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara 

lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Sebagai 

lembaga yang memiliki visi dalam mewujudkan sistem 

penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat, KPI 

memiliki misi diantaranya mengembangkan kebijakan 

pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran. 

Dijelaskan oleh IP, dalam melaksanakan kebijakan 

pengawasan tersebut, KPI menjalankan dua sistem 

pengawasan diantaranya: 

“Yang pertama adalah sistem pengawasan secara 

internal dan yang kedua adalah sistem pengawasan secara 

eksternal. Sistem pengawasan secara internal adalah sistem 

pemantauan secara langsung yang dilakukan oleh KPI 

terhadap lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran 

swasta, publik, radio, dan berlangganan yang dipantau 

secara langsung selama 24 jam nonstop. Ada tenaga teknis 

yang bertugas untuk memantau sebelum pengkajian lebih 

lanjut dilakukan oleh rekan-rekan supervisinya. Sedangkan 

secara eksternal adalah, pemantauan secara pengaduan, 

jadi KPI menerima pengaduan. 

Dalam UU Penyiaran Pasal 8 Ayat 1 disebutkan bahwa 

eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta 

masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah 

aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Aduan 

yang diterima oleh KPI disampaikan oleh masyarakat 

melalui berbagai medium seperti email, telfon, instagram 

maupun aduan yang disampaikan melalui tatap muka 

sekaligus. Irvan menambahkan: 

“Pada hakikatnya masyarakat berhak mengadukan 

sebuah tayangan yang meresahkan bagi mereka. Dalam 

proses pengaduan masyarakat tentu saja harus bisa 

dipertanggungjawabkan” tutup Irvan. 

Sebagai lembaga perwakilan, masyarakat berharap agar 

setiap aduan yang sesuai dengan undang-undang dan 

pedoman penyiaran ditanggapi oleh KPI dengan sebaik-

baiknya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah 

melakukan pemantauan, memverifikasi kejadian, 

melakukan pengkajian dan dilimpahkan ke bagian 

penjatuhan sanksi.  Dari bagian penjatuhan sanksi pun 

diperlukan verifikasi kembali secara mendalam untuk 

mendalami sebab akibat secara terperinci dan menyeluruh 

sebelum akhirnya putusan sanksi ditetapkan. Hal itu yang 

kemudian dikomunikasikan dan direkomendasikan kepada 

Komisioner terutama pada bagian izin siar berdasarkan 

dampak sosiologis dari masyarakat. KPI pun perlu melihat 

secara dramatikal atau tata bahasa hukum yang tertera pada 

peraturan. Yang terakhir secara strukturikal, KPI melihat 

dari kejadian masa lalu untuk kemudian aduan tersebut 

dapat ditindaklanjuti termasuk putusan pemberian sanksi. 

Menurut IP, ada beberapa sanksi yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 sebagaimana 

pernyataan berikut: 

“Ada beberapa sanksi yang diatur dalam undang-
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undang 32 tahun 2002 diantaranya adalah sanksi teguran 

tertulis. Teguran tertulis juga terbagi menjadi dua 

didaplam pedoman program penyiaran itu teguran tertulis 

pertama dan teguran tertulis kedua. Lalu, ada yang 

namanya sanksi pemberhentian program siaran, 

pemberhentian sementara program siaran. Yang ketiga 

adalah pengurangan durasi waktu siaran. Yang keempat 

tentu nya denda, denda administratif, program siaran yang 

melanggar terus ada juga proses pencabutan izin, ada tidak 

diperpanjang nya izin dan sebagainya.” 

Pemberian sanksi dinilai berdasarkan bobot 

pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian dari kelima 

jenis sanksi yang disebutkan diatas, sanksi yang saat ini 

berjalan hanya tiga diantaranya teguran tertulis, 

pemberhentian sementara dan pengurangan durasi. Terkait 

pemberhentian sementara, IP menambahkan: 

“Kalau melihat bobot dari pelanggaran nya itu luar 

biasa maka bisa kita tindak dengan pemberhentian 

sementara, tapi kan kita melihat kadar nya juga sanksi yang 

kita berikan. Masalahnya tidak ada sanksi teguran 

pemberhentian selamanya hanya pemberhentian 

sementara.” 

Situasi tersebut terjadi karena setiap pemberian sanksi 

yang diberikan ke lembaga penyiaran memerlukan elaborasi 

antara KPI dengan lembaga Kementerian di Indonesia. Pada 

program siaran yang mendapati sanksi berupa denda 

administratif misalnya, KPI perlu melakukan elaborasi 

dengan Kementerian Keuangan guna mengetahui berapa 

nominal yang dibebankan untuk sanksi ini. Begitupun 

dengan pencabutan izin terhadap program siaran, KPI perlu 

melakukan elaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika sebagai pengatur frekuensi. KPI akan membuat 

laporan tahunan tertulis kepada DPR yang diteruskan ke 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Presiden. 

Laporan ini kemudian akan dievaluasi sehingga publik 

dapat mengetahui skoring dari setiap lembaga penyiaran. 

Adapun berikut table analisis penjelesanan mengenai 

bentuk sistem pengawasan KPI, bentuk pelanggaran P3SPS, 

bentuk sanksi dan langkah pembinaan KPI : 

TABLE 1 HASIL ANALISIS  

Sistem 

Pengawasa

n KPI 

Bentuk 

Pelanggaran 

P3SPS 

Bentuk 

Sanksi 

Langkah 

Pembinaa

n KPI 

Internal; 

Sistem 

pemantaua

n secara 

langsung 

yang 

dilakukan 

oleh KPI 

terhadap 

lembaga 

penyiaran 

Perlindungan 

Kepada 

Anak 

Teguran 

tertulis; 

teguran 

tertulis 

pertama dan 

teguran 

tertulis 

kedua. 

Pendekata

n persuasif 

Eksternal; 

Pemantaua

n secara 

pengaduan 

Anak-Anak 

dan Remaja 

Sebagai 

Narasumber 

Sanksi 

pemberhentia

n program 

siaran 

maupun 

pemberhentia

n sementara 

program 

siaran. 

Kegiatan 

sosialisasi 

Undang-

Undnag 

dan P3SPS 

 Penghormata

n Terhadap 

Orang dan 

Kelompok 

Tertentu 

Pengurangan 

durasi waktu 

siaran. 

Literasi 

Media 

 Penghormata

n Terhadap 

Hak Privasi 

Denda 

administratif. 

Survey 

Indeks 

  Pencabutan 

izin, tidak 

diperpanjang 

nya izin dan 

sebagainya. 

Mendirika

n sekolah 

P3SPS 

Dalam kasus penayangan perempuan korban 

pemerkosaan anak dibawah umur pada program Hotman 

Paris Show episode 10 Januari 2019 KPI menjatuhkan 

sanksi administratif berupa teguran tertulis no. 

/K/KPI/31.2/01/2019. Dalam surat teguran yang 

dilayangkan tersebut, disebutkan bahwa program siaran 

Hotman Paris Show menampilkan wawancara dengan 

seorang anak perempuan yang merupakan korban 

pemerkosaan. Program siaran sepatutnya tidak 

diperkenankan mewawancarai anak-anak dan atau remaja 

berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar 

kapasitas mereka untuk menjawabnya seperti kematian, 

perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, 

kekerasan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak 

traumatik. Oleh KPI Pusat, iNews ditetapkan telah 

melakukan pelanggaran kode etik penyiaran berkaitan 

dengan tayangan pada 10 Januari 2019 tersebut. 

Pelanggaran kode etik penyiaran yang iNews lakukan ini 

dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program 

siaran melindungi kepentingan anak. Dalam surat teguran 

tertulisnya, KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 

tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 tentang 

perlindungan kepada anak, dan Pasal 29 huruf a tentang 

tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap anak-

anak dan remaja berusia dibawah umur 18 tahun mengenai 

hal-hal diluar kapasitas mereka serta Standar Program 

Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 

Ayat (1) tentang kewajiban bagi Lembaga penyiaran untuk 

memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan 

golongan tertentu(kpi.go.id, 2019). 

Sehubungan dengan tayangan tersebut, KPI 
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mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak dan 

perempuan merupakan hal yang baku di seluruh peraturan, 

termasuk dalam P3SPS. IP mengatakan: 

“Begini, P3SPS di tahun 2012 semangatnya adalah 

perlindungan anak, maka anak dalam bentuk apapun, 

kondisi apapun, entah itu bencana, proses bencana, atau 

proses bersangkutan dengan hukum atau juga dengan orang 

tua yang bercerai yang sifatnya privasi, ini sebenernya tidak 

boleh untuk diwawancarai karena ini hal-hal yang kiranya 

dapat mengganggu psikologis dari anak itu sendiri” 

Dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 4 disebutkan, 

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar 

lembaga penyiaran menghormati dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan hak anak-anak dan remaja. Pedoman 

Perilaku Penyiaran lah yang menjadi dasar penyusunan 

Standar Program Siaran yang berkaitan dengan hak privasi, 

perlindungan kepada anak, muatan seksual dan muatan 

kekerasan. Pada Pasal 14 P3SPS menyebutkan kewajiban 

lembaga penyiaran memberikan perlindungan dan 

pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program 

siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan 

program siaran. Lembaga penyiaran pun wajib 

memerhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek 

produksi siaran. Dalam konteks ini, Hotman Paris Show 

ditayangkan pada jam prime time secara live di iNews. 

Sedangkan jam prime time merupakan slot waktu siaran 

terbaik dengan lalu lintas penonton yang lebih dominan 

padat pada jam-jam tersebut. Dikhawatirkan banyak anak-

anak yang menonton tayangan yang mengeksploitasi kasus 

anak tersebut.   

Pada Pasal 29 P3SPS dijelaskan lebih dalam bahwa 

lembaga penyiaran yang dalam kegiatan penyiarannya 

melibatkan anak-anak dan atau remaja tidak boleh 

mewawancarai anak dibawah usia 18 tahun mengenai hal-

hal diluar kapabilitas mereka untuk menjawabnya. 

Diperlukan pertimbangan terhadap aspek keamanan masa 

depan anak selaku narasumber. Program siaran wajib 

melakukan penyamaran identitas bagi korban kejahatan. 

Program siaran harus dapat melihat mana yang pantas untuk 

dikonsumsi publik dan mana yang tidak. Pasal terakhir yang 

juga dilanggar oleh program siaran Hotman Paris Show 

adalah Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi perlindungan kepada 

orang dan kelompok masyakarat tertentu.  

Sekalipun upaya iNews membatasi privasi korban 

dengan menutupi wajah sang korban, menurut Poppy 

Amalya, hal tersebut tidaklah efektif untuk 

menyembunyikan identitas sang korban. Hal ini 

dikarenakan ciri fisik tubuh yang masih terlihat, suara, juga 

identitas umur yang diketahui. Menurut Irvan, secara etis, 

korban pemerkosaan dibawah umur sebaiknya tidak untuk 

dihadirkan. Bahkan ada pemutaran video dalam segmen 

SKJ dimana ayah sang korban bahkan disebutkan berasal 

dari daerah Palangkaraya. Dengan demikian identitas dan 

asal-usul keluarga korban terekspos secara langsung. IP 

mengatakan: 

“Program siaran wajib melakukan penyamaran bagi 

korban kejahatan dan kejahatan seksual dimana korban 

maupun pelakunya adalah anak dibawah umur, nah itu kan 

dampak yang kita lihat di masyrakatnya, otomatis kan 

psikologis mereka akan terganggu, jadi tayangan-tayangan 

itu pada saat wawancara terlalu detail, dan pasal yang 

dikenakan pun adalah pasal perlindungan anak, karena hal-

hal tersebut sangat sensitif, kita harus memiliki rasa 

melindungi daripada anak-anak tersebut seperti itu.” 

 Sejalan dengan IP, PA mengatakan: 

“Langkah menutupi identitas dengan topeng dan nama 

samaran tidaklah efektif untuk menyembunyikan identitas 

korban, dimana dari ciri fisik tubuh masih ada yang terlihat 

serta identitas umur yang sudah diketahui, dengan demikian 

bahwa korban masih berpotensi bisa dikenali identitasnya, 

terutama ada wajah ayahnya.” 

Adapun menurut PA terdapat teknik wawancara yang 

tepat yakni dengan melakukan: 

“Wawancara tanpa melalui acara talkshow, lebih 

kepada acara yang bersifat privasi atau tertutup tanpa ada 

tatap muka langsung, seperti diberi ruang sekat tertutup atau 

melalui media telepon kalaupun ingin di hadirkan sebagai 

narasumber, sekalipun yang bersangkutan telah menyetujui 

di publikasikan, pikirkan secara psikologisnya. 

KPI menilai bahwa sekalipun sanksi diberlakukan, 

masih banyak program siaran yang kerap melakukan 

pelanggaran. Hal ini terjadi karena budaya yang tumbuh di 

Indonesia yang mendewakan rating. Sajian kualitas seakan 

dinomorduakan. Menganggap rating adalah segalanya tanpa 

memikirkan edukasi dan manfaat yang diberikan kepada 

publik. Lembaga televisi juga lebih mementingkan urusan 

laba diatas kepentingan khalayak. Jumlah pariwara pada 

setiap program tayangan seakan menjadi tolak ukur 

kesuksesan sebuah program tayangan tersebut dari 

kacamata pemasaran. Semakin padatnya lalu lintas iklan, 

maka dipastikan profit program tayangan besar terukur. 

Lembaga televisi seolah lupa bahwa kehadirannya 

dimaksudkan untuk memberikan tayangan yang layak dan 

berpedoman pada P3SPS. Menurut Irvan, hal ini juga yang 

mendasari lahirnya survey indeks kualitas yang dilakukan 

KPI dan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi 

Negeri di Indonesia. Berbeda dengan lembaga survey 

lainnya di Indonesia, survey indeks kualitas ini 

memfokuskan kegiatan survey terhadap kualitas kelayakan 

tayangan. 

Sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara 

televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain 

produksi yang akan terbagi kedalam berbagai kriteria utama 

yang disesuaikan dengan objektif dan target audiensnya. 

Menurut SP, Produser siaran program Hotman Paris Show, 

setiap tema yang diangkat merupakan hasil pertimbangan 

dan persetujuan tim iNews, host, dan melibatkan campur 

tangan KaDept atau Kepala Department sebagai petinggi di 

jajaran manajemen produksi. Dalam wawancaranya beliau 

mengatakan: 

“Sebuah tema atau bintang tamu tidak serta merta 

keluar dari tim produksi saja, tapi hasil diskusi dengan bang 

hotman juga bisa menjadi pertimbangan untuk kita 

memainkan tema tersebut, nah untuk kasus tersebut pada 
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episode tersebut memang itu hasil diskusi kita dengan bang 

Hotman, bang Hotman yang mengusulkan untuk 

mengangkat tema itu.” 

Sigit menambahkan ada beberapa treatment yang 

dilakukan kepada bintang tamu atau narasumber sebelum 

tayangan dimulai, salah satunya pendekatan khusus dengan 

korban dan keluarganya termasuk mengantongi persetujuan 

korban dan keluarga untuk ditayangkan sebagai materi 

siaran. SP mengungkapkan: 

“Kita ada pendekatan khusus juga dengan si korban dan 

keluarganya apakah mentalnya pun sudah siap, kemudian 

yang kedua dari kesediaanya untuk tampil apakah keluarga 

setuju atau tidaknya, ya itu semua sudah kita pertimbangkan 

dan mereka juga sudah menyetujui itu sehingga ketika 

talhskow berlangsung si korban pun tidak ada rasa 

keberatan ataupun nangis ketakutan itu sudah tidak ada.” 

IP mengatakan pelanggaran terhadap ranah privasi ini 

kerap dimainkan oleh lembaga-lembaga penyiaran dengan 

alibi telah mendapatkan persetujuan daripada objek yang 

disiarkan untuk diungkap privasinya. IP menyebutkan: 

“Ranah privasi, hal ini yang banyak dimainkan oleh 

lembaga-lembaga penyiaran, alibinya adalah sudah 

mendapatkan persetujuan daripada objek yang disiarkan 

untuk privasi nya diungkap, tapi begini, budaya kita, terus 

dampak sosial yang ada di lingkungan masyarakat, bahkan 

sampai tertanam didalam norma kita, apakah pantas hal 

tersebut dikonsumsi untuk diri sendiri, ditampilkan kedalam 

publik yang menggunakan frekuensi begitu besar yang di 

tonton oleh jutaan masyarakat” 

Media massa memiliki tendensi untuk memproduksi 

ideologi atau pemahaman bagi publik. Tak heran jika kita 

sebagai konsumen dapat terpengaruh dengan kehadiran 

media massa. Secara logika, tayangan yang tidak elok, tidak 

bijak apabila dikonsumsi khalayak bilamana sebuah hal 

yang bersifat pribadi disebarluaskan ke publik tentu 

dikhawatirkan dapat membentuk opini publik terhadap apa 

yang diterima mereka dari tayangan tersebut.  

Dari perspektif ahli psikologi, menurut PA setidaknya 

terdapat tiga hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, 

korban masih berusia 15 tahun dengan kata lain kategori 

dibawah umur. Kedua, meskipun kejadian itu telah 

berlangsung lama namun kondisi psikologis korban masih 

terguncang, terlebih kejadian ini tidak ia alami sekali dua 

kali. Tak ada yang memastikan bahwa korban telah 

mendapatkan treatment psikologis atau belum. Ketiga, 

wawancara yang dilakukan berfokus kepada detail peristiwa 

yang tentu saja kembali membuka luka lamanya. Poppy 

menyebutnya dengan istilah double trauma”. Sehingga 

dalam bentuk dan kondisi apapun termasuk hal-hal yang 

bersifat privasi, anak-anak tidak boleh diwawancarai, 

terlebih jika hal-hal yang dipertanyakan dapat menganggu 

psikologis dari anak itu sendiri.  

Manusia, memiliki identitasnya tersendiri sebagai 

seorang individu serta mahluk sosial yang merupakan 

bagian dari masyarakat. Identitas yang dimiliki oleh 

manusia tidak hanya sekadar meliputi status dan perannya 

dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, namun 

sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekadar apa yang 

tampak secara jelas dan apa yang dapat dilihat oleh 

lingkungan sekitar dan masyarakat. Lantas bagaimana 

dengan kehidupan personal dan sosial korban yang mana 

identitasnya sudah secara tidak langsung dibuka di acara 

televisi secara live dan jejak digitalnya masih dapat di akses 

melalui berbagai platform dikemudian hari.  

PA bahkan mengkhawatirkan kemungkinan yang 

timbul dari ekposur berlebihan terhadap kejadian yang 

dialami korban bukan hanya memberikan efek jangka 

pendek, melainkan jangka panjang. Dalam wawancara 

beliau menyebutkan bahwa: 

“Korban dapat mengalami depresi yakni kondisi 

emosional yang tidak stabil, cenderung menutup diri, 

kehilangan minat untuk melakukan kegiatan apapun, 

hilangnya nafsu makan, sulit tidur, hingga tidak sanggup 

untuk hidup lagi karena menanggung aib besar yang kini 

telah diketahui orang lain. Ketika korban beranjak dewasa, 

ia akan kehilangan kepercayaan diri, kepercayaan atas 

kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin 

menantang, serta kepercayaan atas keputusan atau 

pendapatnya sendiri.” 

Dalam kehidupan bersosial pun korban akan 

mengalami kesulitan membaur bahkan mengalami 

penolakan. Hal ini disebabkan stereotipe masyarakat yang 

cenderung menyalahkan korban. Tak banyak akhirnya 

korban pemerkosaan lebih memilih diam dibanding 

melaporkan apa yang dialaminya. Banyak sekali 

ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya 

perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe) 

yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang 

berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah 

dalam rangka memancing perhatian lawan jenis nya, maka 

setiap ada kasus kekerasan atau pelecahan seksual selalu 

dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada 

pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat 

berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat 

kerap memberi pandangan bahwa pemerkosaan terjadi 

karena korban yang memancing pelaku, baik dari cara 

berperilaku hingga cara berpakaian korban. Situasi diatas 

menurut PA menggambarkan ketidakadilan gender yang ia 

kategorikan sebagai: 

“Kekerasan (violence), serangan atau invansi (assault) 

terhadap fisik maupun integritas mental psikologis 

seseorang, dalam kasus ini anak perempuan dibawah umur 

yang mendapati perlakuan kekerasan berupa pemerkosaan.” 

Hingga tayangan episode tersebut disiarkan, pelaku 

bahkan belum menerima hukuman apapun. Pelaku bahkan 

menghindar dari test DNA yang diminta pihak keluarga 

korban untuk memastikan kebenaran. Ketidakadilan gender 

tidak hanya dirasakan oleh kaum perempuan, namun dapat 

juga dialami oleh kaum pria. Dalam konteks kasus 

kekerasan, hal ini dapat terjadi tidak semata-mata melihat 

gendernya, PA mengatakan: 

“Bukan kepada sosok wanitanya, hal itu bisa saja terjadi 

kepada seorang pria, artinya tidak semata mata melihat 

gendernya, oleh karena itu tidak ada korelasi dengan 
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kejadian yang dialami korban. Karena yang dialami korban 

adalah bentuk kekerasan yang bisa dialami siapa saja 

termasuk seorang pria. 

Melihat kasus yang baru-baru ini viral terjadi di Inggris, 

pria kelahiran Indonesia memerkosa puluhan pria hingga 

kasus ini di cap sebagai sejarah terburuk pemerkosaan di 

Inggris. Namun lihatlah bagaimana media Inggris 

memberitakan berita ini, pelaku identitasnya dikuak dengan 

sangat terbuka, wajahnya dipertontonkan berkali-kali dalam 

setiap tayangan agar tidak ada korban lainnya, sementara 

identitas para korban dilindungi dari massa. Inilah 

pentingnya mengikuti kaidah pemberitaan kasus 

pemerkosaan bukan pada kronologis dan eskploitasi 

kehidupan personal si korban, namun lebih memberikan 

porsi bagi solusi dan rehabilitasi korban. Berbeda dengan 

Hotman Paris Show, media memaksa audiens nya untuk 

“melihat” siapa korbannya dan mengeksploitasi cerita 

kelamnya. 

Hubungan perempuan dan media massa sejatinya 

adalah hubungan yang kompleks dan problematis. Pertama, 

dalam konteks zaman millennial kini, perempuan dalam 

ranah informasi yang berkembang pesat akibat kemajuan 

teknologi informasi, hanya menjadi objek pasif dari 

kepentingan nalar patriarki yang bekerja di belakang media 

massa. Kedua, perempuan dalam visualisasi media massa, 

hanyalah alat akumulasi modal berdasarkan streotipenya 

sebagai objek hasrat. Ketiga, perempuan dalam 

pemberitaan-pemberitaan media massa seringkali menjadi 

korban akibat reportase yang tidak berperspektif 

perempuan. Akibatnya pelanggaran terhadap Undang-

Undang pun terjadi. 

KPI dalam prakteknya melakukan langkah pembinaan 

bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. KPI 

melakukan pendekatan persuasif yang dirasa sangat 

memungkinkan untuk mengubah perilaku penyiaran yang 

ada di Indonesia. Menurut KPI, persoalan yang ada tidak 

seluruhnya atas pelanggaran terhadap P3SPS, banyak yang 

menyambangi KPI adalah tingkat board of management. 

Itulah mengapa perlunya pembinaan dilakukan untuk 

memanggil mereka yang terlibat dalam proses pembuatan 

program siaran dan guna mengetahui seperti apa yang 

dinginkan oleh KPI. 

Tidak hanya langkah pembinaan, KPI pun juga 

melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Undang-Undang 

Penyiaran dan P3SPS guna menanamkan pemikiran standar 

dalam membuat program siaran. Yang saat ini tengah 

gencar dilakukan adalah literasi media diberbagai daerah, 

survey indeks, bahkan berdirinya sekolah P3SPS. Sekolah 

P3SPS yang diadakan oleh KPI ini diperuntukan untuk 

perwakilan dari setiap lembaga penyiaran untuk diberikan 

pengertian seperti apa tayangan yang layak dan tidak layak 

dikonsumsi pada umur-umur tertentu. Harapannya lembaga 

penyiaran dapat menerapkan fungsi kontrol guna 

menghindari pelanggaran P3SPS. 

Menurut KPI, program Hotman Paris Show hingga 

akhir tahun 2019 memiliki rekaman kasus yang membuat 

KPI memberlakukan pemberhentian sementara program ini 

atas kasus pelanggaran yang berbeda. Pemberhentian 

sementara ini dilakukan dengan lamanya masa penghentian 

yakni dua kali penayangan. Selama menjalankan sanksi 

penghentian ini, iNews tidak diperkenankan menyiarkan 

program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang 

sama atau waktu yang lain. SP menyatakan sehubungan 

dengan sanksi yang diberikan KPI bahwa: 

“Beberapa kali teguran hingga sampai panggilan kita 

sudah bertemu dengan beberapa Komisioner-komisioner 

KPI, kita bertemu kita diskusi sampai masuk-masukan 

beliau kita tampung kita terima dan kita benahi program”. 

SP menambahkan bahwa gender menjadi salah satu 

pertimbangannya ke depan ketika membuat sebuah 

program: 

“Tentu gender menjadi salah satu pertimbangan juga 

ketika kita membuat sebuah program artinya apa ketika 

suatu program ditayangkan kemudian datanya atau 

outputnya itu nanti kan kita dapat melihat ternyata penonton 

kita tuh female atau kebanyakan penonton kita tuh ternyata 

male itu kan menjadi pertimbangan sebuah tim untuk next 

tema kedepan gitu.” 

Dalam hal mempertimbangkan gender, program 

Hotman Paris Show sendiri memang memprioritaskan atau 

mendominasi gender female di dalam programnya, untuk itu 

bagi sebuah program yang mendominasi gender female 

perlu melakukan pengawasan dan pencegahan dalam hal-

hal yang terlalu sensitive dan mengeskploitasi bagi gender 

tertentu. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Nursalim (Nursalim, 2011), Media sendiri berperan penting 

dalam pembentukan peranan gender, oleh karena itu televisi 

seharusnya mewakili keterlibatan perempuan melalui 

program-program yang ditampilkan. Selama ini televisi 

sendiri menyuguhkan berbagai jenis diskriminasi gender 

melalui objektivitas masyrakatnya. Keterlibatan perempuan 

ini menekankan ideologi dan memberikan kontribusi dalam 

pertumbuhan diskriminasi gender. 

iNews dan tidak terkecuali lembaga penyiaran lainnya 

wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan 

kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, 

program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan 

kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik 

terkait agama, suku, budaya, usia, dan atau latar belakang 

ekonomi. KPI juga menekankan kepada seluruh program 

siaran di televisi untuk berhati-hati ketika menayangkan 

programnya agar tidak merugikan dan menimbulkan 

dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan 

dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat. Sanksi yang 

diberikan diharapkan menjadi pembelajaran bagi iNews dan 

juga lembaga penyiaran lainnya agar kejadian serupa tidak 

terulang. Penelitian senada juga telah dilakukan oleh Angga 

Widi Saputro(Saputro, 2013) yaitu Komisi Penyiaran 

Indonesia harus menindaklanjuti program tayangan yang 

mengedepankan unsur gender dan diskriminasi. Komisi 

Penyiaran Indonesia haurs menyiapkan sistem regulasi yang 

efektif dan memberikan tindakan tegas atas tayangan-

tayangan yang tidak sesuai dan menonjolkan ketimpangan 

gender akibat ketidakadilan yang ditunjukan oleh 
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perempuan baik dalam sikap maupun peran. 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada 

program acara Hotman Paris Show pada tanggal 10 Januari 

2019 yang menayangkan kasus perempuan korban 

pemerkosaan anak dibawah umur dengan menampilkan 

wawancara dengan seorang anak yang menjadi korban 

pemerkosaan, KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan 

tersebut telah melanggar kode etik penyiaran. Pada 

hakikatnya program siaran sepatutnya tidak diperkenankan 

mewawancarai anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 

tahun mengenai hal-hal diluar kapasitasnya seperti 

kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan 

keluarga, kekerasan, konflik, dan bencana yang 

menimbulkan traumatik. Jenis pelanggaran yang diterima 

oleh program Hotman Paris Show dikategorikan sebagai 

pelanggaran atas kewajiban program siaran melindungi 

kepentingan anak.  

Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh KPI adalah sanksi 

administrasi berupa teguran tertulis 

NO./K/KPI/31.2/01/2019. Dalam surat teguran tertulisnya, 

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah 

melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran 

Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 tentang perlindungan 

kepada anak, dan Pasal 29 huruf a tentang tidak 

diperbolehkan melakukan wawancara terhadap anak-anak 

dan remaja berusia dibawah umur 18 tahun mengenai hal-

hal diluar kapasitas mereka serta Standar Program Siaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) 

tentang kewajiban bagi Lembaga penyiaran untuk 

memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan 

golongan tertentu.  

Perkembangan media massa di era globalisasi ini 

berdampak pada peran gender dalam fakta sosialnya. Dari 

aspek pemberitaan media, berita kekerasan terhadap 

perempuan masih lebih banyak diberitakan dibandingkan 

dengan kiprah positif perempuan dalam ranah sosial.  Hal 

ini juga menunjukkan akibat etika jurnalistik yang tidak 

mumpuni, dimana perempuan paling banyak menjadi 

korbannya. Bahkan ketika merekonstruksi informasi, 

perempuan jarang dilibatkan sebagai sumber informasi 

yang mengakibatkan banyak aspirasi perempuan tidak 

sampai, sehingga pada akhirnya masyarakat memaknai 

eksistensi perempuan masih pada wilayah realitas fisik nya 

saja. 

KPI selaku pengawas diharapkan mampu 

meminimalisir tayangan-tayangan yang berpotensi negatif 

maupun tayangan yang mempunyai kesan yang tidak 

memberikan edukasi. Diharapkan KPI bisa mengurangi hal 

tersebut untuk mengeksplor rekan-rekan di lembaga 

penyiaran mengenai tayangan yang ramah anak, banyak 

memberikan edukasi, sehingga hal positif bisa didapat dari 

media televisi ataupun radio. Pertanyaannya kini adalah 

apakah sanksi tersebut menjadi teguran keras bagi lembaga 

penyiaran atau dianggap sebagai sehelai kertas saja. 

KPI mengingatkan bahwa penyiaran diselenggarakan 

dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, 

terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan 

bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dalam rangka membangun 

masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, 

serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Isi siaran 

wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan dan 

martabat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, 

kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan 

kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya 

Indonesia. Lembaga penyiaran dapat menerapkan acuan itu 

dalam setiap program siarannya untuk mengontrol 

bagaimana peran produser dan tim produksi dalam proses 

perencanaan konsep sebuah program termasuk didalamnya 

pemilihan tema, narasumber atau bintang tamu demi 

terciptanya siaran yang baik, mendidik, dan berkualitas 

untuk masyarakat. 

Sebuah artikel di halaman web KPI yang ditulis oleh 

salah satu Komisioner KPI Pusat yakni Aswar Hasan 

menyebutkan bagaimana cara kita mengetahui wajah 

masyarakat dan negara kita, caranya adalah dengan 

menonton tayangan di televisi kita, maka kita akan 

mendapatkan gambaran seperti apa dan bagaimana wajah 

kita sebagai bangsa. Seperti apa lembaga penyiaran kita 

ingin dinilai oleh masyarakat dan dunia, maka langkah-

langkah korektif perlu dilakukan guna memberikan 

kepercayaan audiens terhadap media massa yang mana turut 

bergantung pada citra dan reputasi media massa tersebut. Ini 

bukan saja tugas KPI sebagai pengawas, ini juga tentang 

lembaga penyiaran yang disiplin menerapkan standar 

program siaran dalam etika penyiarannya.  

UU Penyiaran disusun oleh DPR RI, namun dalam 

proses perancangan dan penyusunannya diperlukan input 

dari berbagai pihak atau stakeholder lainnya guna 

menyamakan persepsi dan memberi masukan kepada KPI 

dalam membentuk peraturan. Dalam diskusi perancangan 

Undang-Undang penyiaran dan P3SPS, KPI dapat 

melibatkan publik sehingga dapat melihat dari kacamata 

penonton yang menikmati isi siaran. Bagi iNews dan 

lembaga penyiaran lainnya untuk melakukan penerapan 

filter terhadap pemilihan tema, narasumber, dan 

memikirkan dampak psikologis dan sosial tidak hanya bagi 

narasumber namun juga masyarakat sebagai penontonnya. 

Lembaga penyiaran diharapkan dapat memberikan sajian 

tayangan yang berkualitas dan mengesampungkan 

kepentingan pribadi untuk kepentingan khalayak. Bagi 

masyarakat agar menjadi penonton yang cerdas dengan 

lebih selektif memilih tayangan mana yang patut ditonton, 

mendampingi anak dan remaja saat kegiatan menonton dan 

membatasi diri dari tayangan yang tidak memberikan esensi 

edukasi. 
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